PDF Compressor Free Version

el

-~

Meanimbang

Mengingat

WALIKOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

jt]

L

&,

MOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PAIAK PARKIR

DENGAM RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKQTA KEDIRI,

bahwa dengar diberlskukannye dan berdasarkan pada Pasal Z ayat
(2) huruf “g” Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Momer 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daersh, maka Pajak Parkir merupakan
jenis Pajak Kahupaten / Kotz ;

. bahwa untuk memungut Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam

konsideran menimbang turuf & di atas, ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

. Undang-undang MNomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45 ) ;

. Undang-undang Mornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209 ),

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Nornor 3684 j ;

. Undang-undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang — undang Nomer 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nemar
4048);

Undang — undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara MNomor 3686 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 ( Lembaran
‘Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomnor 2987 ) ;

Undang-undang Nemor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ),
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Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi Sebagai Daerah Otonom
cembaran MNegara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852 ) ;
Peraturan Pemerinteh Nomor 84 Tshun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tabun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nemor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
( Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049 ) ;

- Peraturan Pemerintaly Nomar 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138 ) ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah :

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997

tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan
dan Tata Cara Pembuluan ;

Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 173 Tahun 1977 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajek Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Preduk-produk Hukum Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Megeri dan Otonomi Daerah Momior 24

Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

. Peraturan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat II Kediri Nomor 1

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkst IT Kediri ;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur
Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Daerah.
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KOTA WEDIRI TENTANG PAJAK
PARKIR
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

. Dagrah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyal batas daerah tertentu berwenang
mengeatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indgnesia ;

Pamerintah Daerah adalah Pemerintan Kota Kediri yaitu Kepala Daerah
beserta perangkat Daerah Otonom vang lain sebagai badan eksekutif
daerah;

Kepala Daerah adalah Walikota Kediri ;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri

Pejabat adalah pegawai yang diberi fugas tertentu di bidang perpajakan
Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan ofeh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, veny dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku, yang digunakan untuk
membiaval penyelenggaraan pornerintahan Daerah dan pembangunan
Daerah ;

Pajak Parkir adalah pajak vang dikenakan atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang
disediakan berkaitan dangan pokok usaha maupun vang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor dan garas! kendaraan barmotor yang memungut bayaran ;
Parkir adalah keadaan tidek bergerak suatu kendaraan bermotor yang
fidak bersifat sementara ;

Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan
oleh crang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok uszhia maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediagn tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran |

10.Pembayaran adalah jumiah yang diterima atau seharusnya diterima

schagai imbalan atas penyerzhan barang dan/atau jasa sebagai
pembayaran kepada penyelenagara tempat parkir ;
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11. Badan adelah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persernan komanditer, perssroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, arganisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang seienis, lembaga, bentuk usahz
tetap, can bentuk badan lainnya ;

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah

Waijib Pajak adalah crang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan  perpajakan  Daersh diwajibkan  untuk  melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu ;

Masa Pajak adalah jangka waktuy yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila

Wajib Pajak menggunakar tzhun buku yang tidak sema dengan tahun takwim :
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

Pemungutan Pajak adatah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya ;

Surat Pemberitehuan Fajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak diqunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah

Surat Setoran Pajak Daerah, vang capat dicingkat SSPD, adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah ;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;

- Surat Ketetapan Pzjak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah

surat xetetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar .

Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah
pajak yarng telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah
surat ketetapan pajak yarig menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
<arena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yand dapat disingkat SKPDN, adalgh surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk
melgkukan tagihan pajak dsn  atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda,
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BAE II
NAMA, OBJEK DAN SUBIEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan fempat
parkir diluar badar jalan, penyedizan tempat penitipan kendaraan bermotor dan

garasi kendaraan bermotor :

Objek Pajak Parkir adalah penyalenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokols usaha Maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
gardsi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;

Subjek Pajak yang selanjutnya juga disebut Wajib Fajak adalah orang pribadi atau
badan vang menyelenggarakan tempat Rarkir, tempat penitipan kendaraan
bermotor dan garasi kendaraan bermotor ;

Penyelenanara Tempat parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor maupun
garasi kendaraan barmotor wajlh memberikan tanda parkir [ penitipan kepada
sctiap orang yang memanfastkan tempat untuk parkir atay penitipan berupa karcis
AU sejenisnya yang telah dilegalisasi berupa perporasi oleh Pemerintah Daerah;
Pemungutan pembayaran sebagaimana dimalksud nada ayat (2) Pasal inj yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
nasal ini ditetapkan serendah-rendahnya (minimum) adalah sama / sesuai dengan
PeEmuUngutan jasa parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota kediri tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir,

Pasal 3

Dikecualikan atau tidak termiseuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 ayat (2) adalah :

d.
b.

]

Penyelenggaraan penitipan / Tempat Parkir Kendaraan Tidak Bermator ;
Penyelenggaraan tempat parkir kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten / Kola dan telah dikenakan kontribusi
plingutan sesuai ketentuan / peraturan perundana-undangan lain yang berlaku ;
senyelenggaraan tempat parkir kendaraan sermator yang diselenggarakan oleh
Badan, Yayasan Sosial dan sejenisnya, yang hasil peraiehan pemungutan penitipan
/ parkir kendarasn bermotor dimaksud dipergunakan untuk kepentingan badan,
Yayasan sosial, atau untuk kepentingan  umum dan bukan kepentingan pribadi /
perseorangan ;

Penyelenggaraan parkir oleh redutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan
perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik :
Penyelenggaraan penyimpanan / garasi kendarzan bermator untuk kendaraan
milik pribadi maupun umum yang tidak memungut bayaran.

BAB IIT
DASAR PENGENAAN DARMN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar Pengeiiaan Faiak adzlah sebagai berikut :
Jumiah pemibayaran stau yang semarusnya dibavar untuk menitipkan kendaraan
vernotor, pada saat inalzkukan parporasi tanda bukti / kardis penitipan kendaraan
sermoter, bagi pénvaiesgoara fempat perkir kendarazn bermotor :
Jumiah pandzpatar / omsat persewaan garasi kendaraan bermotor yang
diperolen, bagi penvelengaara gerasi kendaraan bermotor,
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Tarif Pajak Parkir ditetapksn sebesar 20 o ¢ dua puluh persen ).

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAM CARA PERHITUNGAN
Pasal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut berdasarkan lokasi penyeienggaraan temoat parkir
kendaraan bermaotor di wilayal Kota Kadiri .

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5§ dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

BAR V _
MASA PAJAK, SAAT BAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN FAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 { satu ) bulan takwim.
Pasal 8

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat diselenggarakannya tempat
perkir kendaraan bermotor dan/atau garasi kendaraan bermotor.

Fasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengici SoTPD :

{2} SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Fajak atau Kuasanya :

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah
selambat — lambatnya 15 ( lima belas ) hari terbitung sejak saat diterimanya
SPTPD dimaksud ;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetankan oleh Kepala Daerah.

BAB V]
TATA CARA PERHITUNGAN DAMN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan
SKRD ;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak atau kurang
dibayar setelzh lewat waktu paling lama 30 { tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima,
maka Wajib Pajak dikenakan canksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua
persen ) setiap bulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD,

Pasal 11
(1} Wajib Pajak yang membayer sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) digunakan untuk manghitung / memperhitungkan dan menetapkan Pajak
sendirf yang terutang ;
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(2) Dalam iangka wakiu 5 { lima ) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala

(3

(%)

(6)

(7)

)

[Zaerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :

a. SKPDKB ;

b, SKPDKBT ;

C.. SKFDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf a pasal ini, diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2 % ( due persen ) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang bayar
atau terlambat dibayar untuk jangka waldu paling lama 24  (dua puluh empat
) bulan dinitung sejak sazt terutang pajak ;

b. apahila SPTPD tidak disampaikan dalam jengka waktu yang ditentukan dan

telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terfambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat )
bulan dihitung sejak saat terutangnya paijak ;

anahiia kewsajiban menaisi SFTPD tidzk dipenuhi, maka paizk yang terutang

dihitung secara jabatan, dan dikengkan senks: administrasi berupa kenaikan

sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak dan ditambah sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKET sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan

apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyehabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kengikan sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut

SKPDN sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ pasal ini, diterbitkan apabila

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang den tidak ada kredit paiak |

Apabila kewajinan membavar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang tefah ditentukan, maka ditagih
dengan menerbitkan STPC ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda
sabesar 2 % ( dua parsen ) sebulan.

Penambahan jumiah pajaik yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Hdak dikenakan aopablla Walib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan

tindakan pemerikszan.

(]

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalul Bendaharawan Khusus
Penerima ( BKP ) pada Dinas Pendapatan ateu ditempat lain yang ditunjuk oleh
Kenala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKS, SKPDKBT dan STPD ;

Pembayaran pajzk sebagzimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan
dengan menggunskan SSPD bagi Wajib Pajak yaing menerima SKPD ;

Apablla pembeyaran pajek dilakukan ditemipat iain yang d|tunjuk maka hasil
penerimaan pajak tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 1 X 24 jam, atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
Kepalz Dzerah ;
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(3)

Pasal 13

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau Lunas ;

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu :

Angsuran pzmbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayet (2) harus dilakukan
secara feratur dan berturut-turut dengan dikenakar denda sebesar 2% ( dua
persen )} sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bavar |

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajik Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waikiu yang ditentukan setelah memenuhj
persyaraten yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2 % ( dua
persen ) sebulan dari jumiah pajak yang belum ateu kurang bayar 3

Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tatas cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Seliap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAS VIIT
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Passl 15

surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang seienis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagiban pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran ;

Dalam jangka waktu 7 ( tujuly ) harl setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutana ;

Surat Teguran, Surat Peripgatan atau surat lain yang sejenis sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

Apebila jumiah pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagairnana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
i=in yang sejenis, juriah pajaic yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
“ejabat yang difuniuk, menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 21
{ dua puiuh satu } hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejents terhit.

Pasai i7

Apablia pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24

jem sesudah tenggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk éegera
menerbitkan Surat Perintah melakisanakan penyitaan.
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Pazal 18

(1) Setelah dilakukan panyitaan dan Wajit Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Meiaksanalan penyitaan, Peiabat yang bertugas mengajukan permintaan
rENEtapan tanggal pelelangan kepada Kantor Leiang Negara;

(2} Setelah Kantor Leleng Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, maka jury sita memberitahukan dengan segera secara tertulis

kepada Wajib Pajak ;
Pasal 19

Bentuk, jenis dan isi formudir yeng dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
bejak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAE IX
PEI‘«;'G{JRA!\:'GE‘.Nr KERIMGAMAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 20

(1) Kepala Daersh berdasarkan permohonan Waijlb  Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

2y Tata cara  pembersn pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditstapkan lebih lanjut oleh Kepala Dasrah.

BAER X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pacal 21

(1) Kepala Daerah karena jabatan stau ates permohonan Wajib Pajak dapat

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDIKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulls, kesaiahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar -
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
Karena bukan kekhilafan Waiib Fajak atau bukan karena kesalahannya.
Farmohonan pembetulan, p2mbatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
aizl pengurangan sanksi administrasi atau SKFD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis cieh Wajib
Fajak kepada Kepala Dasrah atau Pejabat vang ditunjuk selambat-lambatnya 30
( tiga pulun ) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas ;

(3) Kepala Daerah atay Pejabat yang ditunjuk paiing lama 3 ( tiga ) bulan sejak surat
permohonan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan

(4) Afpabila setetah lewas waktu 3 { tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk belum atau tidak memberikan
keputusan, maka permoenonzan terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan
wotetapan dan panghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap
dikabulkan.

]

-
Tl
[
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BAB X1
KEBERATAN DAN PANDING
Pasal 22

Wajib Pajak dapat rengajulen keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejakat vang ditunjuk atas suaty

SKPD -

SKPOKB

SKPDKBT ;

SKPDLE ;

. SKPDM.

Pertnohanan keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa indonesia yang baik paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,
xecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu ity tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kelkuasaannya ;

Kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pacla ayat ( 2) diterima, harus sudah memberikan keputusan :

Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas § bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) , Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
maxka permohonan keheratan dianggap dikabulkan ;

Pengajuan keberatan sebacaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

o el =

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam jangka wakty 3 { tiga ) bulan setelah diterimanya keputusan
kebaratan ;

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengaiuan keberatan sebageimana dimaksud dalam pasal 22 atau

pengajuan banding szbagasimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, maka keiehihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
dencla sebesar 2 % { dua persen ) sebulan untuk pating lama 24 ( dua puluh empat )

buian,
BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 25
(1) Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan pergembalian kelebihan pembavyaran

pajak kepada Kepals Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan
menyenutkan sekurang - kurananya :

a. Nama can alamat Wajib Pajak ;

. Masa Pajak

. Besarnya kelabihan permbayaran pajak

d. Alasan yang jelss.
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Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pambayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
Keputysan ;

Apabile jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala
Daerah atau Pajabat yang aitunjuk tidak memberikan keputusannya, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam wakty paling lama 1 ( satu ) bulan :

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
cebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terfebin dahulu utang pajak dimaksid ;

Pengernbalian kelebihan pembayaran pajak diiakukan dalam waktu paling lama 2
( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLR dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ) :

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 ( dua } bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, maka Kepala Daerah atay Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan denda sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Paszl 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

agaimena dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
2 pemindahbukuan, dan bukti parmindahbukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.

i

BAB XIIT
KEDALUWARSA
Pazal 27

Hak untuk melzkukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka

wakttl 5 ( lima ) tahun terhitung sejek saat terutangnya pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah :

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangauh

anabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau

b. Ada pengakian utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun
fidak langsting.

BAB XxIV
PENYIDIKAN
Pazal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Momor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana !

Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah :

a. Menerima, mercari, mangumpulkan dan meneliti keterangan atau’ laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Dzerah agar keterangan
atau taporan fersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Memelit, mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran parhuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindzk pidars nerpajakan Daerah tersebut ;
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€. Memintz keterzngan dan bahan bukb dari orang pribadi atau badan
sehitbungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

. Memeriisa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

2. Melakukan penggeledahan  untuk mendapat bahan bukt pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
cahan buldi tersebut

f, Meminia bantuen tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan

tndak pidana di bidang perpajakan Daerah :

Menyuruht berhanti, melarang sessorang meninggalkan ruangan atau tempat

pade saal pemeriksaan / penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

hurph 2

. Memotret seseorang vang  berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perpaiakan Daarah ¢

L Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau salsi :

Menghentikan penvidikan ;

. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di  bidang  perpajakan Daerah  menurut  Hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan,

jis)

. et T
%

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menvampaikan hasi| penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai
dengan ketentuan vyang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
fentang Hukum Acara Pidana.

BAB Xxv
KETENTUAN PIDANA
Pasal z2

Wajib Pajak vang karena kezlpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengjsi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar schirgga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana
suingan peling fama L { satu ) tahun dan/atau denda paling banyzk 2 ( dua ) kali

jumiall paiak yang tendeng

Walib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dangan tidak benar ateu tidak lepngkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paliing lama 2 { dua ) tahun dan/atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali

Jumiah pajzk yang terutang,
Pasal 20

Yindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) tidak

dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak caat terutangnya

ajak atau berskhirmya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau
baraxnirnya tahun pajak.
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BAE XVvI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah inj ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah,

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap oreng dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan
Peraturan Uaerah ini dengan penempatannya dalam Le

mbaran Daerah Kota Kediri,

Mitctapkan di K e dir

1
pada tanggul 30 Nop 2002

DRINDANGKAN NALAM LEM BARAN IJARRATI KOTA
REDIRL PaEIN 2063 SERT A VANGCAL 30 NOPFYMBER 2007

NI gy

WALIKOTA KFDIRI
pi 4 B

LA, MASCHUT

Lel,
H.BAMBANG EDY

saninls EDTANTO
Pembrrn Ttama Muda
AP QL0 120 778

Sesuai dengan astinya
LEPATA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRT

!T.J._END_AN s 5.0MIN ROWATILSH. MM,

. Pembina Tingkat
©NIP, 160019 807

|
aceoooonoo G 00000000000
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PENJELASAN
ATAS
"EZATURAN .)*&“RA.F KOTA KEDIR!
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PARKIR

Lk

tbpe

PENIETASAN UMUM

Herdasarkan undang - undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pemerinahan Daerah
dan Undarg — undane Nomor 25 Tahun 1999 tentany Perimbangan Kevangan gntara
Pemeriniah Pusst dan Dosiah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beréumber
cant Pendapatun Asli Dazeah ( PAD J dan penerimaan berupa dana perim bangan kenangan
vang bersumber darr Anggaran Pendapatan din Belanja Megara. Oleh karenanya Pendapatan
Azl Duerah ¢ PAD ) vanis berasal baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Dacrah
dimraphan dapit menjadi sulah saty sumber dana vang, dibutuhkan guna memenghi

peinbiavaat: penvelenpgaraan pemerintahan dan pembanennan duerah.

Dengan felah diberlakukannya Undang undang Nomor 34 Tahum 2000 tenang
Perubalian At Undane — undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Dacrah dan
Rutrilist Duerzh, dan dengan diberlakukannya pula Peraturan Pemeriniah Nomor 63 Tahun
20000 tentany Paiak Daergh, maka sebagai salah sat upava untik mewuindkan otonomi
dncreh yang luas. nyata dan bertangeung jasab, dan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan
penvelengudrsad pemerintahan dan pembanaunan daerah vang berkesinambunpan  yang
berasal duni Pondapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dart pencrimann Pajak

Duerih sangatloh perte dilingkatkan baik secara (ntensif dan ekstensif, sehingea kemandician

dasrall dapat tervaujud.,

Belubunean dengan bal — Lol tersebul diatds dan sebagai lanpkah upava chstensifikns
pada peninghatan Pandepatan Asli Dacrah { PAD ) khususnya discktor pensrimasn Pajak
Zavrah, maka Parkie kendaraan bermotor ‘ermasuk penyvelengoaraan garasi kendaraan
surmiotor yang difomersiaikan stau memungut pembayaran bagi setiap pengeuna jass dan

ang dimihfi oleh perovsnaan ataupun budan, adalah salah satu jenis pajuk daerah kabupaten
o yang mestpakan pula potensi daerah untuk dilakukan perhungutannya berupa Pajak

Skl Atay daser peniikiran inl, maka Pemerintah Kota Kediri sangatlah perlu meneiapkan

Ly

Sl Persd

suaid Peratiran Daeral Fota Kediri yang mengamur tentang Pajak Parkir.



PDF Compressor Free Version

,._.‘
L]

[l PASAL DEMIT PASAL

Pasal 1 owd 7 ¢ Cukup jelas,
Pasal 3 huedf 5 | Cukap jelas,
il b Yang dimaksud Pemerintah stau Pemerintah Kabupaten ¢ Kota adalah
Dsilitas  (ompat  parkir vang digunakan untuk  penvelengograan
pemerintahan, dan tempat parkir milik Pemerintgh alau Pemerintah
Kubupaten / Kota yang telak dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
fidak termasuk atau dikecualikan dari pengertian Pemerintah  dan
Pemeninteh  Kabupaten / Kota adalah BUMN. Bank-bank Milik
Pemerintah /' Daerah, BUMD. dan Rumah Sakit vang dalam
pengelblaannya memungut bayaran kepada pengmuna jasa parkir ¢
paniiinan,
huinl ¢ © Cokupjelas.
huret o o Cukup jelas,
huraf' ¢ @ Cukup jelas,
Pasad & i 2] Cukup jelas.
Pasal 22 awat (1 - Cukup jélas,
avat (2} ¢ Yang dimaksud dengan keadasn i luar keknasaannya adalah suaty
leadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak,
somisei Warlt Pajak tertimpa musibah bencana alam,
el {3;  Opked elas
aval (4] 1 Cuup jelas,
- ayat (8) ; Cukuy felas,

Pasal 22 e 33 o Cukup jelas,



